
 
 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN 

PASAL 106 Jo. PASAL 283 UNDANG-UNDANG No.22 TAHUN 2009 

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA 

PALEMBANG 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Persyaratan 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Pada Bagian Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

 

Oleh : 

ADJI BAGAS PUTRA KONERI 

02011381419472 

 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS HUKUM 

PALEMBANG 

2018 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Tujuan Yang Bisa Dicapai Adalah Langkah Awal Untuk Mengembangkan Diri”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan Kepada : 

- Kedua Orangtua Saya dan Keluarga Besar  

- Perempuan Inspirasi Hidup Yang Setia 

dan Selalu Menghibur Serta Pengingat 

Untuk Tidak Melupakan Allah SWT 

- Teman-teman, Sahabat dan Adik-adik di 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

- Almamater, Universitas Sriwijaya 

 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

karunia dan hidayahnya kepada kita semua karena berkat rahmat, karunia, dan 

hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan bernafas di bumi miliknya 

hingga saat ini, begitu juga atas rezeki yang selalu dilimpahkannya kepada saya 

pribadi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN PASAL 106 Jo. PASAL 

283 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG” yang merupakan sebagian 

persyaratan bagi saya untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. 

 Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum 

sempurna seutuhnya, akan tetapi atas segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat 

berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khusunya dibidang ilmu hukum. 

 

 

 

 

     Palembang,                             2018 

 

 

 

      ADJI BAGAS PUTRA KONERI 

UCAPAN TERIMAKASIH 



 
 

 

 Segala puji bagi ALLAH SWT tuhan semesta alam karena atas rahmat dan 

karunia yang telah engkau limpahkan kepada kita semua dan saya pribadi, karena 

dalam penulisan skripsi ini saya dapat menyelesaikannya walau mungkin banyak 

kekurangannya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang 

tidak terhingga kepada : 

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunianya yang telah diberikan 

sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Shalawat dan salam senantiasa 

terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan para sahabatnya. 

2. Kepada Orang tua saya, Jon Koneri dan Tri Herawati yang telah mendukung, 

mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai 

saat ini. 

3. Bapak Dr. Febrian S.H, M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum, Dr. Ridwan 

S.H, M.Hum dan Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku pimpinan 

Fakultas Huukum Universitas Sriwijaya. 

4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana. 

5. Ibu Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik 

selama saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama. Atas 

waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan. 

7. Ibu Dr. Hj Nashriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua. Atas waktu, 

saran dan bimbingan yang telah diberikan. 

8. Seluruh Dosen yang telah meemberikan ilmu yang bermanfaat tanpa 

mengenal rasa lelah. 

9. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih 

atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan 

10. Penuntut Hidup dan Pengingatku disaat lupa dalam bersyukur dan mengingat 

Tuhan 



 
 

11. Para teman-teman selama perkuliahan dikampus FH Bukit dan sahabat-

sahabat selama saya menempuh pendidikan 

12. Serta masih banyak lagi pihak pihak yang sangat berpengaruh dalam proses 

penyelesaian skripsi yang tidak bias disebtkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah 

jazakauloh hu hoiron kasiron. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin. Harapan saya Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 

 

     Palembang                2018 

 

       

       

ADJI BAGAS PUTRA KONERI 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 



 
 

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................i 

HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................ii 

HALAMAN PERYATAAN................................................................................iii 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................iv 

KATA PENGANTAR..........................................................................................v 

UCAPAN TERIMA KASIH...............................................................................vi 

DAFTAR ISI........................................................................................................vii 

ABSTRAK.............................................................................................................x 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ........................................................................................1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................9 

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................9 

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................9 

E. Ruang Lingkup ........................................................................................10 

F. Kerangka Teori........................................................................................11 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian ....................................................................................15 

2. Sumber Data ........................................................................................15 

3.Teknik Pengumpulan Data ...................................................................17 

4. Lokasi Penelitian .................................................................................17 

5. Populasi dan Sampel ...........................................................................17 

6. Responden ...........................................................................................18 



 
 

7. Analisis Data .......................................................................................18 

8. Teknik Penarik Kesimpulan ................................................................19 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum Pidana ...........................20 

     1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana ................................................20 

     2. Komponen Penegakan Hukum Pidana ................................................21 

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas dan 

     Angkutan Jalan ........................................................................................26 

     1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.....................................................................................................26 

     2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Lalu Lintas dan  

         Angkutan Jalan.....................................................................................28 

           3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan............30     

 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283  

  Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan  

     Angkutan Jalan Di Kota Palembang.........................................................39 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana  

     Pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang  

     No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..................51 



 
 

1. Faktor Hukum/ Undang-Undang...........................................................52 

2. Faktor Aparat Penegak Hukum..............................................................53 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.....................................................................55 

4. Faktor Masyarakat..................................................................................56 

5. Faktor Budaya Aparat dan Budaya Masyarakat.....................................57 

 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan.................................................................................................59 

B. Saran...........................................................................................................60 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

Judul Skripsi  : Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang 



 
 

Nama    : Adji Bagas putra Koneri 

NIM    : 02011381419472 

  

 Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 Jo. 

Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Di Kota Palembang” Penulisan skripsi ini di latar belakangi banyaknya 

pengendara sepeda motor yang melanggar aturan tersebut dan masyarakat masih 

memandang hukum sebagai petugas. Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang 

lalu lintas ini harus dilakukan secara efektif dan menimbulkan efek jera di 

masyarakat. Penelitian skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Pasal 106 Jo. 

Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Kota Palembang dan Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam 

penegakan hukum Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang, Metode ini digunakan 

ialah metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari wawancara, 

kuisioner, dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitiam ini bahwa penegakan 

hukum pidana pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan belum berlaku sepenuhnya. Hal tersebut tersebut disebabkan faktor-

faktor seperti faktor penegak hukum, seperti kurangnya personil, faktor sarana dan 

prasarana, kurangnya fasilitas dan faktor masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat 

terhadap hukum, yang masih menganggap hukum sebagai petugas. Kepolisian 

hendaknya menambah sejumlah personil lalu lintas dan sarana seperti pos polisi 

dibeberapa tempat yang diduga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas agar dapat 

berjalan efektif. 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelanggaran, Lalu Lintas. 
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BAB I 



 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan berkaca dari 

kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja 

membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan 

menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Pada bulan Juni 2009 

pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun 1992) digantikan dengan 

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(UU No.22 Tahun 2009). Keberadaan aturan baru ini tentu saja untuk 

merespon perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin 

mengkhawatirkan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi 

darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Hidup di dunia yang selalu bergerak dan mengalami perubahan secara 

terus menerus. Pemerintah melihat bahwa perkembangan zaman menurut UU 

No.14 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai lagi. Aturan-aturan yang 

terdapat di dalamnya dianggap kurang spesifik, kurang terperinci dan terlalu 

umum. Misalnya berkaitan dengan pengendara sepeda motor. Tidak ada yang 

menyangka bila laju pertumbuhan kendaraan bermotor sangat pesat. 

Pertumbuhan ini ternyata berbanding lurus dengan angka kecelakaan oleh 

pengendara motor. Dengan melihat data kecelakaan lalu lintas yang ada 



 
 

memang sulit untuk ditekan semininal mungkin. Namun bukan berarti tidak 

ada cara dan upaya untuk meminimalisir terjadinya angka kecelakaan 

tersebut. 

Indonesia adalah termasuk negara berkembang di kawasan asia yang 

memiliki jumlah penduduk yang besar mengakibatkan keadaan di sejumlah 

daerah semakin padat. Sistem transportasi merupakan elemen dasar yang 

berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan, sistem transportasi ini 

sebagai stimulus atau pemicu akan adanya perkembangan suatu kota. 

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 Sedangkan yang dimaksud 

dengan angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang 

dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana 

(kendaraan).
2
 Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan. 

Dalam pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan 

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, 

                                                           
1 Abubakkar Iskandar, 1996, menuju lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, Departemen 

Perhubungan Indonesia, jakarta, hlm.11. 
2 Suwadjoko P.Warpani 2002, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, penerbit ITB, 

Bandung, hlm.1 



 
 

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan 

jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. 

Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi 

nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu lintas tentu 

diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang 

berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari 

beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta 

dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum 

hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa 

yang hendak ditegakan. Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban  umum, 

polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah melakukan 

beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan jalan.
3
 Keberadaan tugas polisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 

14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa salah satu tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelengarakan segala 

kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

                                                           
3 Kunarto, 1996, Merenungi Kritik Terhadap Polri, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 128 



 
 

Demi mewujudkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran dalam berlalu lintas, dibuatlah suatu peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Maksud 

pemerintah mengadakan perundang-undangan, peraturan-peraturan, ketetapan 

dan macam-macam ketentuan terhadap lalu lintas di jalan raya, ialah : 

a. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu 

lintas dan angkutan jalan raya; 

b. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan 

barang-barang dan penumpang, terutama dengan kendaraan 

bermotor umum. 

c. Melindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan 

dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati 

batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.
4
 

Adapun satu hal pokok dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dibahas pada penelitian 

ini, yaitu tentang berkendara bermotor di jalan secara tidak wajar seperti 

menggunakan handphone yang menggangung konsentrasi dan dapat 

mengakibatkan kecelakaan dan bisa marugikan diri sendiri maupun orang 

lain. 

                                                           
4 M. Karjadi, 1975, Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, politeia, Bogor, 

1975, hlm.11 



 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, pada Pasal 106 telah diatur berkendara di jalan sambil 

melakukan aktivitas yang tidak wajar yang bisa mengganggu konsentrasi. 

Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan menyatakan : 

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda 

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 

4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mematuhi ketentuan: 

a. Rambu perintah atau rambu larangan; 

b. Marka jalan; 

c. Alat pemberi isyarat lalu lintas; 

d. Gerakan lalu lintas; 

e. Berhenti dan parkir; 

Kaidah hukum yang telah berlaku universal, terdapat tiga isi kaidah 

hukum yaitu suruhan, larangan, dan kebolehan.
5
 Dalam pasal 106 Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisi ketentuan yang menyuruh orang 

untuk melakukannya. Jika terjadi sesuatu pelanggaran dalam pasal 106 ini, maka 

berlakulah ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 283 Undang-Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi: 

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak 

wajar dan melakukan kegiaatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan 

                                                           
5 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, Cetakan ke-5, 1989, hlm.34 



 
 

yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).” 

 

 Pasal tersebut berisi ketentuan pidana pelanggaran. Pelanggaran 

seperti yang ada dalam Pasal 283 Undang-Undang Lalu dan Angkutan Jalan 

tersebut apabila terjadi, maka pihak yang berwenang menindak pelanggaran di 

jalan raya yaitu Polri atau PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) di bidang lalu 

lintas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 PP No.80 Tahun 2012 

Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: 

“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.
6
” 

 Berdasarkan sumber yang didapatkan penulis, keharusan berkendara 

dilarang melakukan kegiaatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang 

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya. 

Sebagai contoh pentingnya berkendara dengan berkonsentrasi penuh tanpa 

melakukan kegiatan lain di jalan raya agar tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan dan tidak merugikan orang lain. 

                                                           
6 Pasal 1 angka 2, Peraturam Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan 

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.80 LN. No. 187 

Tahun 2012, TLN. No.5346 



 
 

 Pelanggaran di bidang lalu lintas ditindak berdasarkan tata cara 

pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan dan pemeriksaan terhadap tindak 

pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.
7
 Kasus 

posisi dalam pandangan penulis adalah : 

1. Selama ini kasus seperti pengendara Go-jek yang sering berkendara 

menggunakan handphone belum ada tindakan dari pihak Kepolisian pada 

bidang Lalu Lintas, padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur. 

2. Selanjutnya contoh berikut seperti orang berkendara sepeda motor sering 

melakukan kesalahan ketika berada di lampu lalu lintas, mereka sering 

melewati batas garis zebra cross padahal sudah ada aturannya. Tetapi, jarang 

atau  tidak sama sekali ada tindakan penegakan hukum oleh aparat Kepolisian 

3. Berikutnya banyak anak-anak dibawah umur yang sudah bisa mengendarai 

sepeda motor padahal belum cukup umur dan tidak memiliki surat izin 

mengemudi. Hal ini dapat di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan di 

tegakan aturan tersebut terhadap anak-anak yang di bawah umur yang 

berkendara di jalan raya. 

Penegakan hukum pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan masih belum berlaku sepenuhnya dikarenakan tidak 

menimbulkan efek jera masyarakat. Kondisi masyarakat di indonesia pada 

                                                           
7 Op.Cit., Pasal 24 ayat (1) 



 
 

umumnya, masih terdapat paradigma akan patuh kepada hukum itu jika 

hukum itu dianggap sebagai petugas. Dengan kata lain masyarakat akan patuh 

kepada sesuatu peraturan dalam hal ini peraturan tentang lalu lintas jika 

petugas dengan siaga di lapangan yaitu Polri atau PPNS di bidang Lalu 

Lintas.   

Kondisi ini sesuai dengan pengertian hukum oleh masyarakat. 

Adapunn pengertian hukum menurut masyarakat
8
, yaitu: 

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan; 

2. Hukum sebagai disiplin; 

3. Hukum sebagai kaidah; 

Masalah berkendara melakukan kegiaatan lain atau dipengaruhi oleh 

suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi 

di jalan raya menjadi masalah hukum negara, apabila masyarakat tidak 

mematuhinya. Karena apabila dipatuhi dapat menimbulkan perbuatan pidana. 

Perilaku pidana ini berwujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau 

ketertiban yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. 

  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui dan meneliti 

penyebab tidak patuhnya masyarakat terhadap aturan Pasal 283 Undang-
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Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk mengambil judul penelitian ini dengan judul “PENEGAKAN 

HUKUM PIDANA PELANGGARAN PASAL 106 Jo. PASAL 283 

UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, maka permasalahan 

menarik yang akan penulis bahas, yaitu: 

1. Bagaimana penegakan hukum pidana pelanggaran Pasal 106 Jo. 

Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan di Kota Pelembang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan 

hukum pidana pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-

Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Pasal 283 

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Kota Pelembang  



 
 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam penegakan hukum Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis guna 

memberi masukan kepada pemerintah dalam mengkaji dan menyusun 

peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kemanfaatan, 

keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu diharapkan juga berguna 

sebagai pemikiran untuk dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat berupa 

pemberian informasi tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam 

berkendara dengan tidak konsentrasi dan melakukan kegiatan yang 

mengganggu konsentrasi berkendara. Kemudian, untuk mengetahui 

bagaimana peraturan tersebut berjalan pada kehidupan masyarakat Kota 

Palembang pada khususnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan 

wawasan kepada penulis bagaimana pelaksanaan aturan di bidang lalu 

lintas itu berjalan. 

E. Ruang Lingkup 



 
 

Mengingat luasnya cakupan dalam menjawab permasalahan-

permasalahan di atas, maka diperlukan pembahasan pada suatu ruang lingkup. 

Untuk membuat cakupan penelitian ini terbatas hanya pada penegakan hukum 

di bidang lalu lintas dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap 

pelanggaran aturan keharusan berkendara dengan serius tanpa melakukan 

kegiatan lain yang bisa mengganggu konsentrasi dalam berkendara di 

kecamatan-kecamatan yang ada di kota palembang. 

F. Kerangka Teori 

Dalam melakukan ini, penulis menggunakan kerangka teori yang akan 

dipergunakan dalam membahas permasalahan penelitian. Adapun teori yang 

digunakan yaitu : 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Beragamnya pembahasan tentang teori efektivitas hukum dapat 

ditinjau dari optik sosiologi hukum yang menggunakan pendekatan bahwa 

hukum merupakan fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat 

dimengerti hanya jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan 

masyarakat.
9
 

Kesadaran hukum, ketentuan hukum, dan efektivitas perundang-

undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan, terutama kesadaran 
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hukum dan ketentuan hukum yang sering dicampuradukan oleh orang. 

Meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak pernah sama. Kedua unsur 

itu memang sangat menentukan efektif atau tidak nya pelaksanaan perundang-

undangan di dalam masyarakat. 

Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin 

bahwa masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau 

peraturan perundang-undangan, kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah 

atau mengetahui bahwa hal tersebut perbuatan jahat, belum tentu 

menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada 

tuntutan mendesak. Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah 

seseorang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan 

proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya 

berada dipihak yang salah. 

Menurut H.C. Kelman
10

 ketaatan hukum sendiri masih dapat 

dibedakan kualitasnya kedalam tiga jenis. Adapun jenis tersebut yaitu : 

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap 

suatu peraturan hanya karena ita takut terkena sanksi; 

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap 

suatu peraturan karena takut hubungan baiknya dengan seorang menjadi 

rusak; 
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3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap 

suatu peraturan benar-benar karena sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang 

dianutnya. 

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, semakin banyak 

warga masyarakat yang menaati suatu peraturan perundang-undangan hanya 

dengan ketaatan yang bersifat compliance dan identification, berarti kualitas ke 

efektifan suatu peraturan itu masih rendah. Sebaliknya, semakin banyak warga 

masyarakat yang mentaati suatu peraturan dengan ketaatan yang bersifat 

internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas suatu peraturan 

perundang-undangan itu. 

Teori efektivitas hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan 

ketaatan hukum warga masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat kota 

palembang. Teori ini akan dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan efektif atau tidak efektifnya hukum berlaku dalam masyarakat 

kota palembang 

2. Teori Penegakan Hukum 

Inti dan arti teori penegakan hukum (Law Enforcement) secara 

konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjawantah dan sikap 



 
 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
11

 

Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikat nya yaitu 

penerapan diskresi yang menyangkut perbuatan keputusan yang tidak secara 

ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi kaidah hukum mempunyai unsur 

penilaian pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum 

bukan semata-mata melaksanakan perundang-undangan, walaupun pada 

kenyataan nya di indonesia kecendrungan nya demikian, sehingga pengertian 

pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan yang 

kuat untuk mengartikan penegakan hukum adalah sebagai pelaksanaan 

keputusan-keputusan hakim. 

Demikian, masalah penegakan hukum pada pokonya terletak pada 

faktor-faktor yang memperngharuinya. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai 

berikut : 

a. Faktor hukum itu sendiri; 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum; 
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d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan; 

dan 

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebuah karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

dari karsa manusia dalam pergaulan hidup.
12

 

Kelima faktor di atas merupakan esensi dari penegakan hukum yang 

saling berkaitan erat. Faktor-faktor tersebut juga merupakan tolak ukur dari 

efektivitas penegakan hukum. 

Teori penegakan hukum digunakan dalam membahas usaha-usaha 

yang dilakukan dalam menggulangi secara rasional tindak pidana yang terjadi 

di masyarakat juga untuk menciptakan rasa keadilan serta berdaya guna. 

Penegakan hukum juga mengandung arti bahwa tindak pidana merupakan 

suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, karena di dalam 

aturan hukum tersebut terdapat ancaman sanksi berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya.  

G. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam 

pengumpulan data diantaranya sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris atau yang bisa juga 

disebut yuridis sosiologis ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi 

hukum, dalam penelitian penulis akan melakukan identifikasi terhadap 

penegakan hukum Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

di Kota Palembang. 
13

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap 

mengetahui permasalahan mengenai sistem penegakan hukum pasal 283 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi buku 

yang berhubungan dengan objek penilitan, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data 

sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari : 

1.) Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan 

dengan objek penelitian. Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer 

yang digunakan meliputi : 

a.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

b.) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  

Angkutan Jalan PP 

2.) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi 

informasi  tentang bahan hukum primer, di dalam penelitian ini 

meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang 

berhubungan dengan pelanggaran Lalu Lintas. 

3.) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini menggunakan 

bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang 

berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature 

yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 



 
 

 3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

Data lapangan yang digunakan di dalam penelitian ini di 

dapatkan melalui informasi dan data-data yang di peroleh di lapangan.  

b. Studi Kepustakaan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara penelitian kepustakaan (Library research), yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian. 

 4. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di 

kantor Polresta Kota Palembang. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, 

dalam hal ini adalah individu-individu responden. Unit analisis suatu 

penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok 

individu. 
14

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah 
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keseluruhan anggota Kepolisian Daerah Kota Palembang. Penelitian ini tidak 

dilakukan pada semua populasi melainkan terhadap sampel. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi 

atau yang menjadi objek penelitian. 
15

Dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri-

ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat populasi. 

6. Responden 

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan 

respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. 

Dalam penelitian ini, responden yang dimaksud adalah Polisi Lalu Lintas 

Kepolisian Daerah Kota Palembang. 

7. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari bahan hukum akan di olah secara dekriptif 

kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data lisan dan tertulis 

selanjutnya disusun secara sistematis, yang akhirnya semua akan di ambil 

kesimpulan yang di jadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam 

skripsi ini. 

8. Teknik Penarik Kesimpulan 
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Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penilitian yang disusun 

sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik 

kesimpulan secara indukatif. 
16

Proses berfikir secara indukatif itu sendiri 

adalah cara mengambil kesimpulan yang di awali dari fakta atau data khusus 

berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari 

pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari 

pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk di tarik maknanya 

dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. 
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